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RINGKASAN

Pelaksanaan otonomi dacrah vang dicanangkan pada tanggal 1 Januar
2001 membawa  konsekwensi  permasalahan  terhadap  keuvangan  daerab
kota'kabupaten, terutama PAD. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintah Dacrah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1999 tentanz Permbangan Keuvangan Antama Pusat dan Daerab, maka sumber
endapatan daerah dari PAD diletakkan pada posisi utama sedangkan sumber
pendapatan dari instansi vang lebib tinggl seperti dana perimbangan  merupakan
sumber pendukung kevangan daerah. Bagi daerah vang mempunya polens
sumber dava alam melimpah. sumber pendapatan daerahnya dapat menikmat
hasil dan  pembagian  sumber © daya alam  tersebul  bersama-sama  dengan
Pemerintah Pusat. tetapl bagi daerah yvang tidak mempunyal sumber dava alam
potensial, seperti halpya Kota Padanp. maka pelaksannan otonomi dasrah menjadi
sttty problema tersendinl dard segi pendapatan daerah, vakni teriumpu harapan
kepada sumber PAD,

Penelitian “Upaya Pemernintah Kota Padang Mengeali Sumber Pendapatan
Asli Daerah {(PALD) Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah™ ini merepakan
penclitian vang bersilal empiris stan penelitian hukem sosiologis Socio Legal
Researoin). Penelitian imi bertujuan unluk, pertama © mengetahui upava yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan PAD ontok
menunjang  pelaksanaan olonomi daerah. Kedun ;@ mengetahui hasil  yang
didapatkan sctelah dilskukan upaya penggalian sumber-sumber PAD. Ketiga -
mengetabini kendala yang ditemui dalam upaya mengpali dan meningkatkan
sumber PAD serts bagaimang usaha Pemenntah Kola Padang  menpatasi kendala
tersebu.

Fenelifian ini dilakokan pads Unit-unit Pemenntah Bota Padang vang
relevan dan terkait dengan PAD dan otonomi dacrah vaitun Bagian Tata
Pemerintahan, Dinas Pendapatan Daerab, Bagian Kevangan dan Bagian Hukum.
Dari 4 wnit kerja terscbut dipibhh responden sebanyak 10 orung dengan cara
Purposive sampling, Disamping itu data juga diperoleh dari informan pada Unit
Pemerintah Kota Padang lainmya vaile Bappeda, Dinas Perikanan dan Kelautan,
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1.1. Latar Belakang Masalah

Penvelengzaraan pemennlahan negara dulam setiap  bentuk negam
kesatuan dapat dilakukan dengan dua sistem yakni sistem sentralisasi dan sistem
desentralisasi, Dalam sistem sentralisasi penvelenggaraan pemerintahan negara
sepenubnya dipusatkan pada satu organ Pemernntah Pusat, batk dalam penentuan
kebijaksanaan maupun  dalam  pembiayvaannya,  Sedangkan  dalam  sistem
desentralisasi penvelenggaraan pemermtaban negara dibagi-bagi atau dipencarkan
ke dalam beberapa tngan, baik dari segi fungsinya maupun dari segi wilayah atau
teritarialnva.

Penyebaran kekuasaan - dan sept lungst melahithan  desentralisasi
fungsional, sedanpgkan penyebaran kekuoassan dar segi teritorial melahirkan
desentralisasi teritorial. Dalam desentralisasi teritonal wilavah  nepam dibagi
ke dalam satuan atau unit pemenintah setempat vang diberi hak, kewenangan dan
tangoung  jawab  untuk  mengurus  dan mengatur - kepentingan-kepentingan
setempal,

Megarn  Republik  Indonesia  telah  menctapkan  pilihannya  pada
penyelengparaan  pemerintahan  negars berdasarkan  sistem desentralisas,
khususnva descotralisesi terilorial. Hal im dapat kita lihat pada Undang-Undang
Dasar |945 vang memberikan tempat bagi adanya pemerintahan di daerah. yvakni
Pasal 18 Undang-Lndang Dasar 1945 beserta penjelasannya,

Lengkapnya bunyi Pasal |8 UUD 1945 dalam amendemen [ adalah -
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Mepara  Kesatuan  Republik  Indonesia dibagi atas  dacrah-daerah
provinst dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, vang
liap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintaban

daerah, vang diatur dengan undang-undang,

Pemerintaban daerah provinst, daerah kabupaten dan kola mengatur
dan mengurus sendirt urusan pemerintahan menurut azaz otonomi dan

tugas pembantuan.

Pemerintahan dagrah provinsi, dacrah kabupaten dan kota memiliks
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih

melalul pemilihan wmum.

Ciubernur, Buopati dan Walitkota masing-masing  sebagai  kepala

pemerintah  daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara

demokratis,

Pemerintahan daegrah menjalankan olonomi seluas-lussnva, kecuali
wrusan pemerintahan yang oleh unidding-undang ditentukan scbagai

urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah  dan
peraturan-peraturan  fain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan.

sustpan dan tata cara penvelengparman pemerintahan dacrah diatar

dalam undang-undang.
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BAB Y

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang ditemukan

dalam bab-bab sebelumnya, pada penelitian yang menvangkul dengan upaya

Pemerintah Kota Padang dalam menggali sumber PAIY dalam rangka pelaksanzan

plonomi daerab im dapat diromuoskan kesimpulannya sebapai bertkut

I

[

Pemerintah Kota Padang telab berusaba melakukan upaya menggali sumber-
sumber PAL berupa pajak dan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan ashi
dacrah yang sah sesual dengan kondisi dan kemampuoan vang dimilikinya,
terutama yang berkaitan dengan hukum dengan upaya merevisi dan membuai
baru Perda sebanyak 27 huah Perda terdini dan :

19 buah Perda retribusi daerah,
- T {tujuh) buah Perda pajak dacrah,
- 1 {satu} buah Perda lain-lain pendapatan asli vang sah.
Perda-perda tersebut merupakan landasan hukum wntuk menggali dan
meningkatkan PAD  sesual denpan peluang yvang diberikan oleh perundans-
undangan.
Upaya dimaksd dalam angka | (satlu) belum dapat memberikan hasil atan
kontribusi vang dibarapkan dalam pelaksanaan olonomi daerah, Schagaimana
terlihat dalam Penjabaran Kegiatan dan Provek Per-Pasal APBD 2002,

penambahan PAD dar hasil Perda revisi dan Perda baru  hanva sekitar 8
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